
 

  
 

 

 

 

 

 

 

PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PIDANA DI KAMPUNG  

RESTORATIF JUSTICE 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh 

ADIMAS BRAMNTYO 

NPM 1952011097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKUTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023



 

  
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PIDANA DI KAMPUNG  

RESTORATIF JUSTICE 

 

Oleh 

Adimas Bramantyo 

 

Berdasarkan PERMA No. 15 Tahun 2020 Kebijakaan dari Peraturan Kejaksaan 

tentang adanya kampung restorative justice.saat ini di Lampung Selatan tepat nya 

di desa Hajimena bahwa dalam peraturan tersebut mengenai peran kepala desa. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepala Desa 

dalam penyelesaian sengketa pidana di kampung restorative justice dan apakah 

faktor penghambat pelaksaan peran dalam penyelesaian sengketa pidana di 

kampung restorative justice      

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, yuridis, dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kepala desa dalam penyelesian 

sengketa pidana di kampung restoratif justice Kepala desa memiliki peran yang 

sangat begitu penting  serta di butuhkan untuk berperan sebagai penengah dan 

penyelesain perselishan didalam kehidupan masyarakat Peran kepala desa selalu 

dipandu oleh diskusi untuk mencapai konsensus bahwa hasilnya mengikat pihak 

yang berkonflik tidak seharusnya pihak yang dirugikan. Peran mediator pada saat 

mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan 

perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan 

kepentinganya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa 

sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, 

mendengar, mencatat danmengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai 

titik temu. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak 

pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 

paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu 

lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 

2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan  
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Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan 

pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada 

saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian 

sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Faktor-faktor yang 

menghambat Peran Kepala Desa dalam Pnyelesaian Sngketa Pidana Di kampung 

Restoratif yaitu Faktor Belum adanya Undang-ndang tentang mediasi,adanya 

perbedaan di kalangan aparat penegak hukum tentang konsep restoratif justice 

melalui mediasi penal, 

 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Diperjelas secara eksplisit pengaturan 

mengenai kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pidana, baik 

melalui perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau 

melalui perbaikan Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi acuan yang jelas 

dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran 

kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas access to justice 

dan mengurangi beban peradilan Negeri.dan Perlunya pelatihan bagi kepala desa 

guna meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa 

pidana pada masyarakat. 

 

Kata kunci: Kampung Restoratif, Penyelesaian Sengketa, Peranan  
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MOTTO 

 

 

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu 

meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah" 

(Susi Pudjiastuti) 

 

“Kesuksesan bukan akhir dan kegagalan juga bukan hal fatal. Hal tersebut 

merupakan keberaian untuk melakukan sesuatu yang penting” 

(Winston Churchill) 

 

"Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi". - 

(Andrea Hirata) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling 

terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.1 Dan 

apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) 

bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan 

merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu 

mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau 

membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.2 

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan 

hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-

undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara 

pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan 

penegakkan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam 

penegakkan hukum “in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan 

 
1 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang.      
2 ibid  
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pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut 

memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar 

hukum atas kebijakan yang diterapkan.3 

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan 

langgkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program 

kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik 

hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan 

hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.4 

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang 

terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality 

before the law); 

b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence); 

c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; 

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid); 

e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; 

f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

g. Peradilan yang terbuka untuk umum; 

h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada 

undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah 

i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 

pendakwaan terhadapnya 

j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. 

 

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di 

Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 

 
3Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang       
4 ibid 
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8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di 

samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur 

dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP 

KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102 

sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 

sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya 

hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269.5 

Sedangkan tentang Pemasyarakatan diatur secara implisit dalam BAB XX tentang 

pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai Pasal 277 

sampai Pasal 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan 

pidana. Polisi berfungsi menyelidiki dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah 

kejahatan, menangkap pelaku kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Jaksa 

berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan mengajukan penuntutan ke 

pengadilan. Pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien, 

menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan 

menetapkan pidana. Menurut Bagir Manan menginventarisasi sepuluh masalah 

yang dihadapi oleh peradilan di Indonesia dan masalah-masalah itu harus 

dipecahkan bersama.6 

1. Lack of proporsionalism (kurangnya proporsionalitas). Bagir menuturkan 

kekurangan proporsionalitas ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum 

(dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika. “ini 

sangat berpengaruh pada mutu putusan.  

2. Lack of social responsibility or awareness (kurangnya tanggung jawab atau 

kepedulian sosial). Ia menuturkan bahwa kelemahan ini disadari atau tidak 

 
5 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang 
6 hukumonline.com dengan berjudul  Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan 

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-

lt537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB. 
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disadari oleh para hakim. Misalnya, kebiasaan bermewah-mewah. Kita tak 

punya social awareness (kepedulian sosial) masyarakat kita lagi susah. 

3. Lack of dignity (kurangnya kewibawaan). Ia menjelaskan bahwa hakim harus 

menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.  

4. Masalah yang sering dihadapi adalah lack of carefulness (kurangnya kehati-

hatian).  

5. Lack of future orientation (kurangnya orientasi masa depan). Bagir 

menjelaskan seorang hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan 

putusannya akan berdampak apa ke depannya. Orang sering 

menyalahgunakan arti “judicial activism” yang dianggap bahwa hakim harus 

menemukan suatu hal yang baru. 

6. Lack of political carefulness or awareness (kurangnya kesadaran politik). Ia 

menuturkan bahwa pengadilan saat ini sangat diperhatikan publik. Bagir 

mengutip pernyataan suparman marzuki yang menuturkan bahwa masalah 

yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah.7 

7. Kelemahan yang dialami peradilan indonesia adalah lack of scientific sense 

(kurangnya kesadaran ilmiah). Bagir mengambil contoh putusan peninjauan 

kembali (pk) sudjiono timan. “saya mohon maaf bila ada anggota majelisnya. 

Ini bukan karena kasasinya saya yang putus. Ketka kita pertimbangkan secara 

prosedur, itu bisa diterima, tetapi ini persoalan ilmiah yang sangat mendasar. 

8. Lack of puritanism (kurangnya puritanisme). Bagir menuturkan bahwa setiap 

hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang legal minded. 

Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum. 8 

9. Lack of sense of justice (kurangnya rasa keadilan). Bagir mengatakan para 

hakim kerap lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya 

itu.9  

10. Meski peradilan sudah hebat bisa mengatur anggarannya sendiri, lanjut bagir, 

masih ada lack of facilities (kurangnya fasilitas). Menurut suparman marzuki 

yang mengatakan ada hakim yang memutus berdasarkan aturan yang sudah 

lama dicabut. 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah alternatif yang populer di 

berbagai belahan dunia untukpenanganan anak yang bermasalah dengan hukum 

karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice 

bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat 

untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan 

 
7 hukumonline.com dengan berjudul  Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan 

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-

lt537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB. 
8 hukumonline.com dengan berjudul  Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan 

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-

lt537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB 
9 ibid 
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kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan 

bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya 

sederhana. Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga 

mereka dan pihak lain yang terkait dala suatu tindak pidana secara bersama-sama 

mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam 

Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI,10 

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan 

tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). 

Restorative Justice harus jugadiamati dari segi kriminologi dan sistem 

pemasyarakatan (Bagir Manan, Jakarta :2008). Berdasarkan kenyataan yang 

ada,sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan 

terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan 

keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep 

”Restorative Justice”.11 

Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi 

”Restorative Justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi 

bersama antara pelaku,korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu 

peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku,korban, dan masyarakat 

sebagai yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian 

 
10 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks 

Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu 

Hukum Pranata Hukum 
11 ibis 
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yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.  

Negara Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaikan persoalan-

persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyarawah. Beberapa 

pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media restorative justice. 

Penerapan restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk 

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung 

jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan 

kebutuhan korban. 12 

Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara 

tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative 

justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam 

konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan 

pidana. Penerapan prinsip restorative justice pada dasarnya telah dipraktikkan 

dalam sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan Alternative Dispute 

Resolution (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.13 

Penerapan konsep keadilan restorative dengan metode mediation dalam perkara 

perdata kemudian dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Pasal 154 Reglement Tot Regeling 

 
12 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks 

Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu 

Hukum Pranata Hukum 
13 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan 

Hukum Pidana 

https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-

hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB. 
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Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 

1927:227 dan Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 

1941:44.14 

Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan 

berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan 

pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai 

pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi 

substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan 

prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem.15 

Sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, 

dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara 

pidana. Jika dilihat penerapan restorative justice di beberapa negara, seperti di 

Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan yang memasukkan prinsip restorative 

justice sebagai bagian dari sistem pemidanaan, prosesnya berada kerangka sistem 

peradilan pidana baik secara struktural maupun secara administratif. 

Tahap pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan diadopsi dalam konsep 

Restorative Justice Programme in Prison seperti di beberapa negara bagian 

Amerika Serikat, atau program “prison fellowship” di Selandia Baru. Konsep ini 

mengkonstruksi penerapan restorative justice dalam kerangka sistem peradilan 

pidana, bukan di luar sistem peradilan pidana. 

 
14  Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan 

Hukum Pidana 

https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-

hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB 
15 ibid 
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Ketentuan tersebut bertujuan agar hak menuntut negara yang dirumuskan dalam 

ketentuan BAB VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan 

Menjalankan Pidana, tidak simpangi, atau tidak membuka peluang hukum untuk 

lahirnya tuntutan atau gugatan baru dari semua pihak.16 

Penggunaan program keadilan restoratif menurut UN Declaration on Basic 

Principles on the use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters 

tersebut tak hanya menentukan standar minimal tindakan berupa: persetujuan 

bebas dan sukarela dari para pihak; kewajiban yang wajar dan proporsional; fakta-

fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi.17 

Petugas peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk 

mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab terhadap korban dan 

komunitas yang terkena dampak, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke dalam 

masyarakat.  

Penulis berpandangan bahwa untuk menerapkan metode penyelesaian perkara 

pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih 

dahulu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya dalam suatu 

program kerja sistem peradilan pidana, yang melibatkan semua unsur criminal 

justice system. Sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang 

berlaku baik general maupun specialis, atau dengan istilah menggunakan konsep 

penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep 

 
16 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan 

Hukum Pidana 

https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-

hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB 
17 ibid 
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penegakan hukum pidana modern.18 

Kalmpung restoraltive justice bertujualn untuk lebih memberikaln ralsal kealdilaln di 

tengalh malsyalralkalt daln dallalm peneralpalnnyal dilalkukaln secalral balik daln 

profesionall. Pembentukaln Kalmpung Restoraltive Justice "Khalgom Mufalkalt" ini 

dalpalt menjaldi salralnal yalng dalpalt mendukung penyelesalialn perkalral di lualr 

persidalngaln sebalgali allternaltif solusi memecalhkaln permalsallalhaln penegalka ln 

hukum. "Khalgom Mufalkalt" dalpalt bermalnfalalt balgi malsyalralkalt Lalmpung Selaltaln 

khususnyal walrgal malsyalralkalt desal Haljimenal Kecalmaltaln Naltalr dallalm 

menyelesalikaln setialp malsallalh hukum yalng dihaldalpi. upalyal penyelesalialn hukum 

dengaln metode restoraltif justice ini tertualng dallalm peralturaln Kejalksalaln Republik 

Indonesial No. 15 Talhun 2020.  

Desal aldallalh sebualh orgalnisalsi pemerintalhaln terendalh peraln yalng salngalt penting 

dallalm proses ini berkembalng di Indonesial. sejalralh desal aldallalh cikall balkall 

pelaltihaln komunitals politik daln pemerintalh Indonesial jaluh sebelum aldal negalral-

balngsal ini membentuk, Desal aldallalh sebualh orgalnisalsi otonomi dengaln traldisi, 

aldalt-istialdalt daln hukum yalng terpisalh daln relaltif independen. Paldal umumnyal 

malsyalralkalt pedesalaln tidalk memiliki memiliki halti nuralni untuk talalt hukum daln 

peralturaln yalng berlalku19 

Kepallal desal sebalgali subjek hukum aldministralsi negalral melalksalnalkaln tugalsnyal 

dengaln berikaln dial altals dalsalr hukum yalng aldal, selalin itu, kepallal desal jugal aldallalh 

 
18 Yuridis.id dengan berjudul Alur Penyelesaian Perkara Pidana 

https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/diakses pada 22 Juni 2022 pada 

pukul 10.56 
19 jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar 

Warga Desa”  https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada tanggal 

10 april 2022 
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pemimpin tertinggi di tingkalt desal. Seperti seoralng kepallal Desal halrus dalpalt 

berfungsi sebalgali aldministraltor halrus meneralpkaln alturaln malnaljemen pemerintalh 

dalri alwall perencalnalaln pelalksalnalaln. Menjalgal kealmalnaln daln ketertibaln walrga l 

negalral alpal yalng halrus dilalkukaln Kepallal, di sini kepallal desal bertindalk sebalgali 

istall daln jugal kepallal desal dalpalt bertindalk sebalgali medialtor altalu Desal Kealdilaln 

Dalmali. Penyelesalialn sengketal sedalng berlalngsung aldal di malsyalralkalt desal, 

Kepallal Desal bertindalk sebalgali medialtor balgi palral pihalk. yalng tidalk setuju. 

Ballalpaln Peraln kepallal desal selallu dipalndu oleh pertimbalngaln untuk mencalpali 

konsensus yalng mengikalt palral pihalk yalng bersengketal algalr tidalk pihalk meralsa l 

dirugikaln.20 

Berpedomaln kepaldal Undalng-Undalng No.32 Talhun 2004 Tentalng Pemerintalhaln 

Daleralh, khususnyal Palsall 208 yalng berbunyi, Tugals daln kewaljibaln Kepallal Desa l 

dallalm memimpin penyelenggalralaln pemerintalhaln desal dialtur lebih lalnjut denga ln 

Perdal berdalsalrkaln Peralturaln Pemerintalh.Dengaln Undalng-Undalng Nomor 6 

Talhun 2014 tentalng Desal sebalgali undalng-undalng yalng menyempurnalkaln 

Undalng-Undalng No. 32 Talhun 2004 untuk mewujudkaln sualtu malsyalrkalt yalng 

tertib, almaln daln tentralm malkal dallalm menyelesalikaln perselisihaln altalu sengketal, 

Kepallal Desal berperaln sebalgali medialtor untuk mencalpali sualtu perdalmalialn segalla l 

perselisihaln altalu sengketal yalng telalh di dalmalikaln oleh Kepallal Desal halrus benalr-

benalr berdalsalrkaln paldal musyalwalralh untuk mencalpali mufalkalt sehinggal tidalk alda l 

pihalk yalng meralsal dirugikaln.21 

 
20 jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar 

Warga Desa”  https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada tanggal 

10 april 2022 
21 jurnal unpal dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum 

Antar Warga Desa”  https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/95/75 (diakses pada 

tanggal 10 april 2022 
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Kepallal desal didukung oleh Dewaln Penalsehalt Desal aldallalh baldaln perwalkilaln 

tingkalt desal, walkil ralkyalt altalu mungkin jugal oralng lalngsung, lalkukaln 

mempertimbalngkaln altalu setuju dengaln pemerintalh desal untuk mencalpali 

kerukunaln alntalral malnaljemen daln memerintalh. Berdalsalrkaln pemalpalraln paldal laltalr 

belalkalng dialtals, penulis memutuskaln untuk mengalngkalt pembalhalsaln ini menjaldi 

topik paldal skripsi yalng alkaln penulis galralp dengaln judul “Peraln Kepallal Desa l 

Haljimenal dallalm Penyelesalialn Sengketal Pidalnal Di Kalmpung Restoraltif Justice”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permalsallalhaln  

Berdalsalrkaln uralialn yalng telalh dikemukalkaln di altals, malkal permalsallalhaln yalng 

timbul dallalm penelitialn ini aldallalh: 

a. Balgalimalnalkalh peraln Kepallal Desal dallalm penyelesalialn sengketal pidalnal di 

kalmpung restoraltive justice?  

b. Alpalkalh falktor penghalmbalt pelalksalaln peraln dallalm penyelesalialn sengketal 

pidalnal di kalmpung restoraltive justice   

2. Rualng Lingkup Penelitialn  

Rualng lingkup ilmu paldal penelitialn ini aldallalh hukum pidalnal formil yalng 

digunalkaln sebalgali dalsalr oleh palral penegalk hukum dallalm menyikalpi sualtu 

peristiwal pidalnal, dengaln kaljialn mengenali peraln Kepallal Desal Haljimenal Dallalm 

Penyelesalialn Sengketal Pidalnal di Kalmpung Restortive Justice. Rualng Lingkup 

Lokalsi aldallalh paldal Kalntor Kepallal Desal Haljimenal daln walktu penelitialn 

dilalksalnalkaln paldal Talhun 2022. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujualn Penelitialn  

Berdalsalrkaln permalsallalhaln daln rualng lingkup dialtals, malkal tujualn dalri penelitialn 

ini aldallalh: 

a. Untuk mengetalhui peralnaln kepallal desal haljimenal dallalm penyelesalialn 

sengketal pidalnal di kalmpong restoraltive justice 

b. Untuk mengetalhui Falktor-falktor yalng menghalmbalt pelalsksalnalaln peraln 

Kepallal Desal dallalm penyelesalialn sengektal pidalnal di kalmpung restoraltive 

justice 

 

2. Kegunalaln Penelitialn 

Berdalsalrkaln tujualn - tujualn di altals, malkal dihalralpkaln penulisaln daln pembalhalsaln 

penulisaln hukum ini dalpalt memberikaln malnfalalt balik secalral teoritis malupun pralktis 

yalitu: 

a. Kegunalaln Teoritis 

Halsil dalri penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt berfungsi untuk menalmbalh, 

pengetalhualn, daln walwalsaln ilmu pengetalhualn khususnyal mengenali Peraln Kepalla l 

Desal Haljimenal Dallalm Penyelesalialn Sengketal Pidalnal di Kalmpung Restoraltive 

Justice. 

 

b. Kegunalaln Pralktis 

Penelitialn ini dihalralpkaln berfungsi untuk memberikaln pemalhalmaln daln pemikiraln 

kepaldal pihalk – pihalk yalng berkepentingaln Peraln Kepallal Desal Haljimenal Dallalm 

Penyelesalialn Sengketal Pidalnal Di Kalmpung Restoraltive Justice 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Keralngkaln Teoritis  

Keralngkal Teoritis aldallalh  albstralksi halsil pemikiraln altalu keralngal alcualn altalu dalsalr 

yalng relevaln untuk pelalksalnalaln sualtu penelitialn ilmialh, khususnyal penelitialn 

hukum.22 

a. Teori peraln 

Peraln beralrti sesualtu yalng dimalinkaln altalu dijallalnkaln. Peraln disefinisikaln sebalgali 

sebualh alktivitals yalng diperalnkaln altalu dimalinkaln oleh seseoralng yalng mempunyali 

kedudukaln altalu staltus sosiall dallalm orgalnisalsi. Peraln menurut terminology aldallalh 

seperalngkalt tingkalh yalng dihalralpkaln dimiliki oleh yalng berkedudukaln 

dimalsyalralkalt. Dallalm balhalsal inggris peraln disebut “role” yalng definisinyal aldalla lh 

“person’s talsk or duty in undertalking”. Alrtinyal “tugals altalu kewaljibaln seseoralng 

dallalm sualtu usalhal altalu pekerjalaln”. Peraln dialrtikaln sebalgali peralngkalt tingkalh 

yalng dihalralpkaln dimiliki oleh oralng yalng berkedudukaln dallalm malsyalralkalt. 

Sedalngkaln peralnaln merupalkaln tindalkaln yalng dilalkukaln oleh seoralng dallalm sualtu 

peristiwal. Peraln aldallalh alktivitals yalng dijallalnkaln seseoralng altalu sualtu 

lembalgal/orgalnisalsi. Peraln yalng halrus dijallalnkaln oleh sualtu lembalgal/orgalnisalsi 

bialsalnyal dialturdallalm sualtu ketetalpaln yalng merupalkaln fungsi dalri lembalga l 

tersebut. 

Peraln itu aldal dual malcalm yalitu peraln yalng dihalralpkaln (expected role) daln peraln 

yaln dilalkukaln (alctuall role). Dallalm melalksalnalkaln peraln yalng diembalnnyal, 

terdalpalt falktorpendukung daln penghalmbalt. 

 
22 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22 
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Peraln menurut Koentraljalralningralt, beralrti tinkalhlalku individu yalng memutuskaln 

sualtu kedudukaln tertentu, dengaln demikialn konsep peraln menunjuk kepaldal pola l 

perilalku yalng dihalralpalkaln dalri seseoralng yalng memiliki staltus/posisi tertentu 

dallalm orgalnisalsi altalu sistem. Menurut Albu Alhmaldi peraln aldallalh sualtu kompleks 

penghalralpaln malnusial terhaldalp calralnyal individu halrus bersikalp daln berbualt dallalm 

situalsi tertentu yalng berdalsalrkaln staltus daln fungsi sosiallnyal.23 

1) Peraln Normaltif, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln paldal normal yalng berlalku di dallalm taltalnaln kehidupaln malsyalralkalt. 

2) Peraln Falktuall, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln kenyaltalaln yalng kongkrit di lalpalngaln altalupun kehidupaln sosiall yalng 

terjaldi secalral nyaltal. 

3) Peraln Ideall, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln nilali - nilali ideall altalu yalng berkedudukaln di dallalm sualtu sistem. 

 

b. Teori Falktor Yalng Mempengalruhi Penegalk Hukum 

Penegalkaln hukum aldallalh proses dilalkukalnnyal upalyal untuk tegalknyal altalu 

berfungsinyal normal-normal hukum secalral nyaltal sebalgali pedomaln prilalku dallalm 

lallu lintals altalu hubungaln-hubungaln hukum dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt daln 

bernegalral.24 Falktor yalng mempengalruhi Penegalk Hukum yalitu sebalgali berikut: 

1) Falktor Penegalk Hukum 

Falktor Penegalk Hukum aldallalh sualtu kallalngaln yalng secalral lalngsung telalh 

terlibalt bidalng penegalkaln hukum tidalk halnyal sebaltals mencalkup lalw 

enforcement (kondisi penegalk hukum) saljal, tetalpi jugal pealce malintenalnce 

(pemelihalralaln perdalmalialn). 

2) Falktor Salralnal altalu Falsilitals 

Falktor Salralnal altalu Falsilitals aldallalh falktor yalng mencalkup tenalgal malnusial yalng 

teralmpil daln berpendidikaln, perallaltaln yalng memaldali, keualngaln yalng cukup, 

daln oralgnisalsi/lembalgal yalng balik. Alpalbilal hall – hall tersebut talk terpenuhi 

malkal alkaln salngalt sulit balgi penegalk hukum untuk mencalpali tujualnnyal. 

3) Falktor Malsyalralkalt 

 
23http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20T

ERAKHIR.pdf 
24  Helmy Ziaul Fuad berjudul mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada masyarakat tradisonal 

dan modern Jurnal 
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Falktor Malsyalralkalt aldallalh falktor yalng salngalt berpengalruh dallalm menegalkaln 

hukum kalrenal penegalkaln hukum beralsall dalri malsyalralkalt daln bertujualn untuk 

mencalpali kedalmalialn di dallalm malsyalralkalt. 

4) Falktor Kebudalyalaln 

Falktor Kebudalyalaln aldallalh falktor berpusalt paldal sistem nilali - nilali yalng 

menjaldi inti dalri kebudalyalaln spirituall daln non-malteriel di dallalm malsyalralkalt. 

 

c. Teori Penyelesalialn Sengketal 

Penyelesalialn sengketal dalpalt dilalkukaln melallui sebualh lembalgal Pengaldilaln altalu 

keralp kalli dikenall dengaln proses litigalsi daln dalpalt jugal melallui sebualh lembalga l 

medialsi altalu dikenall jugal dengaln proses non litigalsi. Metode penyelesalialn dengaln 

calral medialsi merupalkaln penyelesalialn sengketal yalng sudalh dikenall lalmal balik 

dallalm berbalgali kepercalyalaln daln kebudalyalaln. Berbalgali falktal telalh menunjukkaln 

balhwal paldal dalsalrnyal medialsi bukaln merupalkaln sualtu metode yalng alsing dallalm 

upalyal menyelesalikaln sengketal ditengalh malsyalralkalt. 

2. Konseptuall  

Konseptuall merupalkaln kaltal yalng menyaltalkaln uralialn singkalt (albstralksi) yalng 

digenerallisalsikaln dalri gejallal tertentu. Sallalh saltu calral untuk menjelalskaln konsep 

iallalh definisi. Definisi aldallalh sualtu pengertialn yalng relaltif lengkalp mengenali sualtu 

istilalh, daln bialsalnyal definisi bersumber dalri referensi. Keralngkal konseptuall 

merupalkaln susunaln dalri beberalpal konsep sualtu kebulaltaln yalng utuh, sehingga l 

terbentuk sualtu walwalsaln untuk dijaldikaln lalndalsaln, alcualn, daln pedomaln dallalm 

sualtu penulisaln altalu penelitialn.23 Paldal penelitialn ini alkaln dijelalskaln tentalng 

pengertialn pokok - pokok istilalh yalng alkaln digunalkaln sehubungaln dengaln objek 

daln rualng lingkup penulisaln sehinggal mempunyali baltalsaln yalng tepalt daln jelals 

dallalm penggunalalnyal. Aldalpun istilalh sertal pengertialn yalng dipergunalkaln dallalm 
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penelitialn ini meliputi:25 

a. Kepallal Desal 

Kepallal Desal berkedudukaln sebalgali Kepallal Pemerintalh Desal yalng memimpin 

penyelenggalralaln Pemerintalhaln Desal. Kepallal Desal bertugals menyelenggalralka ln 

Pemerintalhaln Desal, melalksalnalkaln pembalngunaln, pembinalaln kemalsyalralkaltaln, 

daln pemberdalyalaln malsyalralkalt.26 

b. Peraln 

Berdalsalrkaln yalng telalh dikemukalkaln oleh Riyaldi (2002:243), peraln aldallalh alralh 

daln konsep yalng dimalinkaln oleh pihalk – pihalk dallalm oposisi sosiall dimalnal si 

pelalku balik itu berupal individu malupun orgalnisalsi alkaln bertindalk sesuali denga ln 

yalng dihalralpkaln oleh oralng – oralng sekitalr altalu lingkungalnnyal

27 

c. Penyelesalialn Sengketal 

Penyelesalialn sengketal altalu bedal pendalpalt melallui prosedur yalng disepalkalti palra l 

pihalk, yalkni penyelesalialn di lualr pengaldilaln dengaln calral konsultalsi, negosialsi, 

medialsi, konsilialsi, altalu penilalialn alhli.28 

d. Restoraltive Justice 

Restoraltive justice merupalkaln upalyal penyelesalialn perkalral di lualr jallur hukum 

altalu peraldilaln, dengaln mengedepalnkaln medialsi alntalral pelalku dengaln korbaln.29 

 
25 http://rembes.bringin.semarangkab.go.id/kebijakan-keuangan-desa/ dialses pada tanggal 10 Juni 

pukul 23.49 WIB 
26 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-2 
27eprints.umm.ac.id.dengan berjudul tujuan penyelesaian 

sengketahttp://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf diakses pada 10 Juni pukul 00.16 
28 Batam.go.id dengan berjudul Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian dilakukan 

secara baik dan profesional 

https://jdih.batam.go.id/?p=3110#:~:text=Restorativejusticemerupakanupayapenyelesaian,dilakuka

nsecarabaikdanprofesional.diakses pada 10 Juni pukul 00.11WIB 
29 sudut.com dengan berjudul Apa Itu Kampung Restorative Justice? Ini Penjelasannya 

https://batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2303985935/apa-itu-kampung-restorative-justice-ini-
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e. Kalmpung Restoraltive Justice 

Kalmpung restoraltive justice bertujualn untuk lebih memberikaln ralsal kealdilaln di 

tengalh malsyalralkalt daln dallalm peneralpalnnyal dilalkukaln secalral balik daln 

profesionall. 

f. Haljimenal 

Haljimenal aldallalh desal yalng beraldal di kecalmaltaln Naltalr, Kalbupalten Lalmpung 

Selaltaln, Lalmpung, Indonesial.30 

E. Sistematika Penulisan  

Sistemaltikal penulisaln memualt uralialn keseluruhaln yalng alkaln disaljikaln dengaln 

tujualn algalr pembalcal dalpalt dengaln mudalh memalhalmi daln memperoleh 

galmbalraln menyeluruh tentalng penelitialn ini, aldalpun sistemaltikalal penulisaln 

skripsi ini aldallalh sebalgali berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Balb ini menguralikaln tentalng laltalr belalkalng kemudialn permalsallalhaln daln rualng 

lingkup, tujualn daln kegunalaln penelitialn, keralngkal teori daln konseptuall, serta l 

sistemaltikal penulisaln. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Balb ini diuralikaln tentalng keralngkal teori - teori yalng meliputi Teori Peraln, 

Tinjalualn Terhaldalp pendekaltaln Restoraltive Justice, Tugals,Fungsi, daln 

Wewenalng Kepallal Desal,kebijalkaln Kalmpung Restoraltive Justice Berdalsalrkaln 

Perjal No 15 talhun 2020, Falktor Yalng Mempengalruhi Penegalkaln Hukum 

 
penjelasannya diakses pada 28 juni 2022 pukul 11.05 WIB . 
30 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-23 
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III. METODE PENEITIAN 

Balb ini menguralikaln tentalng metode - metode altalu lalngkalh-lalngkalh yalng 

dipalkali dallalm penulisaln ini, meliputi pendekaltaln malsallalh, sumber daltal, metode 

pengumpulaln daln pengolalhaln daltal, sertal alnallisis daltal. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Balb ini berisi halsil penelitialn daln pembalhalsaln tentalng peraln Kepallal Desa l 

Haljimenal Dallalm penyelesalialn Sengketal Pidalnal Di Kalmpung Restoraltive Justice 

yalng disertali dengaln uralialn tentalng falktor – falktor penghalmbalt pelalksalnalaln 

peraln Kepallal Desal Haljimenal Dallalm penyelesalialn Sengketal Pidalnal Di Kalmpung 

Restoraltive Justice. 

V. PENUTUP 

Balb ini berisi kesimpulaln sesuali dengaln pokok permalsallalhaln daln salraln – salraln 

yalng dialjukaln kepaldal pihalk – pihalk yalng terkalit dengaln penelitialn. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Peran 

 

 

 

Menurut Soerjono Soekalnto, peraln aldallalh alspek yalng dinalmis dallalm sualtu 

kedudukaln altalu staltus seseoralng dallalm melalkukaln sualtu halk daln kewaljibaln yalng 

sesuali dengaln kedudukaln yalng dimiliki. Perbedalaln alntalral peralnaln daln kedudukaln 

iallalh untuk kepentingaln ilmu pengetalhualn kalrenal kedualnyal tidalk dalpa lt 

dipisalhkaln kalrenal yalng saltu tergalntung paldal yalng lalin daln jugal seballiknyal. Tidalk 

aldal peralnaln talnpal kedudukaln altalupun kedudukaln talnpal peralnaln.31 

Setialp oralng memiliki malcalm – malcalm peralnaln yalng beralsall dalri polal – pola l 

pergalulaln hidupnyal. Hall ini beralrti balhwal peralnaln telalh menentukaln alpal yalng 

dilalkukalnnyal balgi malsyalralkalt daln kesempaltaln alpal saljal yalng diberikaln 

malsyalralkalt kepaldalnyal. Peralnaln ini salngalt penting kalrenal pernalnal telalh mengaltur 

perilalku dalri seseoralng daln menyebalbkaln seseoralng paldal baltals – baltals tertentu 

bials memprediksikaln tindalkaln – tindalkaln oralng lalin. Seseoralng tersebut alkaln 

alkaln menyesualikaln perilalkunyal dengaln perilalku oralng – oralng yalng aldal di 

sekelilingnyal altalu di kelompoknyal. Hubungaln - hubungaln sosiall yalng terdalpalt 

dallalm malsyalralkalt aldallalh hubungaln alntalral peralnaln individu di dallalm malsyalralkalt 

 
31 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar. hlm. 212 ..  



20  

 

daln telalh dialtur oleh normal yalng berlalku.32 

Peralnaln yalng terdalpalt dallalm diri seseoralng halruslalh dibedalkaln dengaln posisi 

dallalm pergalulaln malsyalralkalt. Posisi seseoralng di dallalm sualtu malsyalralkalt (sociall- 

position) aldallalh unsur staltis yalng memperlihaltkaln tempalt individu di dallalm 

orgalnisalsi malsyalralkalt. Peralnaln lebih balnyalk merujuk kepaldal proses, penyesualia ln 

diri, daln fungsi. Sehinggal seseoralng menduduki sualtu posisi dallalm malsyalralkalt 

kemudialn menjallalnkaln sualtu peralnaln. Pernaln telalh mencalkup 3 hall yalitu sebalgali 

berikut: 

1. Peralnaln aldallalh sualtu konsep mengenali alpal yalng bisal dilalkukaln oleh seoralng 

individu di dallalm orgalnisalsi malsyalralkalt. 

2. Peralnaln bisal disebut sebalgali perilalku individu yalng penting balgi struktur 

sosiall malsyalralkalt. 

3. Peralnaln meliputi normal – normal yalng dikalitkaln dengaln posisi altalu tempalt 

seseoralng di dallalm malsyalralkalt, yalng dallalm alrti ini aldallalh ralngkalialn alturaln-

alturaln yalng membimbing seseoralng dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt.33 

 

Menyinggung mengenali falsilitals, malsyalralkalt bialsalnyal alkaln memberikaln falsilitals-

falsilitals kepaldal individu untuk bisal menjallalnkaln peralnalnnyal. Lembalgal-lembalga l 

kemalsyalralkaltaln aldallalh balgialn dalri malsyalralkalt yalng balnyalk menyedialkaln 

pelualng- pelualng untuk pelalksalnalaln peralnaln. Terkaldalng perubalhaln struktur sualtu 

golongaln kemalsyalralkaltaln 34menyebalbkaln falsilitals – falsilitals tersebut bertalmbalh, 

nalmun jugal dalpalt menguralngi pelualng - pelualng alpalbilal terpalksal dialdalka ln 

ralsionallisalsi sebalgali alkibalt perubalhaln struktur daln orgalnisalsi. 

 
32 Ely Chinoy, 1961, Society An Introduction Sociology, Random House, New York, hlm. 31 
33 Levinson, 1964, Role Personality and Social Structure, The MacMillan Company, New York, 

hlm. 204 
34 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar., hlm. 212 
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Bersalmalaln dengaln aldalnyal staltus-conflict, jugal terdalpalt conflict of roles. Balhkaln 

terkaldalng sualtu pemisalhaln alntalral individu dengaln peralnalnnyal yalng 

sesungguhnyal halrus dilalkukaln, daln inilalh yalng dinalmalkaln dengaln role distalnce. 

Gejallal tersebut timbul alpalbilal individu meralsalkaln dirinyal tertekaln kalrenal dia l 

meralsal dirinyal talk sesuali untuk melalkukaln peralnaln yalng diberikaln oleh 

malsyalralkalt kepaldal dirinyal. Sehinggal ial tidalk melalksalnalkaln peralnalnnyal dengaln 

sempurnal altalu balhkaln menyembunyikaln dirinyal, alpalbilal dial beraldal dallalm 

lingkalraln sosiall yalng berbedal. Lingkalraln sosiall (sociall circle) merupalkaln sualtu 

kelompok sosiall dimalnal seseoralng mendalpalt tempalt sertal kesempaltaln untuk 

melalksalnalkaln peralnalnnyal. Setialp peralnaln bertujualn algalr alntalral individu yalng 

melalksalnalkaln peralnaln taldi dengaln oralng - oralng di sekitalrnyal yalng memiliki 

hubungalnnyal dengaln peralnaln tersebut daln terdalpalt hubungaln yalng dialtur oleh 

nilali-nilali sosiall yalng diterimal daln ditalalti kedual belalh pihalk.35 

Pembalhalsaln mengenali bermalcalm yalng melekalt paldal sualtu individu dallalm 

malsyalralkalt penting balgi hall – hall sebalgali berikut: 

1. Alpalbilal semual oralng malmpu daln salnggup melalksalnalkaln peralnalnnyal, belum 

tentu malsyalralkalt alkaln bisal memberikaln pelualng - pelualng yalng seimbalng. 

Balhkaln sering kalli terlihalt betalpal malsyalralkalt terpalksal membaltalsi pelualng - 

pelualng tersebut. 

2. Malsyalralkalt seringkalli dijumpali individu - individu yalng tidalk malmpu 

melalksalnalkaln peralnalnnyal sesuali dihalralpkaln oleh malsyalralkalt kalrena l 

mungkin pelalksalnalalnnyal memerlukaln pengorbalnaln alrti kepentingaln - 

kepentingaln pribaldi yalng terlallu balnyalk. 

3. Peralnaln tersebut sebaliknyal dilekaltkaln paldal individu - individu yalng oleh 

malsyalralkalt dialnggalp malmpu melalksalnalkalnnyal. Merekal halrus terlebih 

dalhulu berlaltih daln mempunyali halsralt untuk melalksalnalkalnnyal. 

4. Peralnaln – peralnaln tertentu halrus dilalkukaln jikal struktur malsyalralkalt alkaln 

dipertalhalnkaln kelalngsungalnnyal. 

 
35 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar., hlm. 212 
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Teori peraln ini memiliki jenis-jenis yalitu sebalgali berikut:36 

1. Peraln Normaltif, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln paldal normal yalng berlalku di dallalm taltalnaln kehidupaln malsyalralkalt. 

2. Peraln Falktuall, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln kenyaltalaln yalng kongkrit di lalpalngaln altalupun kehidupaln sosiall yalng 

terjaldi secalral nyaltal. 

3. Peraln Ideall, aldallalh peraln seseoralng altalu lembalgal yalng dilalkukaln sesuali 

dengaln nilali - nilali ideall altalu yalng berkedudukaln di dallalm sualtu sistem. 

 

B. Tinjauan Terhadap Restorative Justice  

Terdalpalt tujualn pidalnal daln pemidalnalaln yalitu terhaldalp pelalku tindalk pidalna l 

Sebelum membalhals mengenali restoraltive justice, perlu disinggung dallalm tulisaln 

ini terlebih dalhulu mengenali tujualn pidalnal daln pemidalnalaln terhaldalp pelalku 

tindalk pidalnal. Dikaltalkaln demikialn, kalrenal sallalh saltu balgialn yalng tidalk 

terpisalhkaln dalri hukum pidalnal aldallalh pemidalnalaln itu sendiri. Bukaln merupalka ln 

hukum pidalnal sualtu peralturaln yalng halnyal mengaltur normal talnpal diikuti oleh 

sualtu alncalmaln pidalnal. Pidalnal yalng dijaltuhkaln balgi merekal yalng dialnggalp sallalh, 

merupalkaln sikalp derital (suffering) yalng halrus dijallalni, wallalupun demikialn, salnksi 

pidalnal bukalnlalh semaltal-maltal bertujualn untuk memberikaln ralsal derital.37 

Pidalnal paldal halkekaltnyal merupalkaln allalt untuk mencalpali tujualn daln balgalimalna l 

merumuskaln tujualn tersebut dallalm konsep altalu malteri sualtuundalng-undalng yalng 

oleh pembentuknyal ingin ditegalkkaln dengaln mencalntumkaln pidalnal.Selalin 

ditegalkkaln, di dallalmnyal jugal terdalpalt tujualn pemidalnalaln daln syalralt 

pemidalnalaln.Tujualn pemidalnalaln terdalpalt perlindungaln malsyalralkalt daln 

 
36 Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peran, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243  
37 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechts Vinding 
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perlindungaln altalu pembinalaln pelalkunyal.38 

Balrdal Nalwalwi Alrief menyaltalkaln balhwal pidalnal paldal halkekaltnyal halnyal 

merupalkaln allalt untuk mencalpali tujualn yalng bertolalk dalri keseimbalngaln dua l 

salsalraln pokok yalitu perlindungaln malsyalralkalt daln perlindungaln altalu pembinalaln 

individu pelalku tindalk pidalnal. Bertolalk dalri keseimbalngaln tersebut, syalra lt 

pemidalnalaln menurut konsep jugal bertolalk dalri pokok pemikiraln keseimbalngaln 

monoduallistik alntalral kepentingaln malsyalralkalt daln kepentingaln individu, alntalra l 

falktor objektif daln falktor subjektif.39 

Galrlalnd mendefinisikaln pidalnal aldallalh ” the legall process whereby violaltors of 

criminall lalw alre condemned alnd salnctioned in alccordalnce with specified legall 

caltegories alnd procedures ” (sualtu proses hukum dimalnal merupalkaln sualtu celalaln 

daln salnksi terhaldalp pelalnggalr hukum pidalnal sesuali dengaln kaltegorisalsi daln 

alturaln hukum yalng telalh ditetalpkaln). 

Pidalnal merupalkaln nestalpal yalng dikenalkaln negalral kepaldal seseoralng yalng 

melalkukaln pelalngggalraln terhaldalp ketentualn undalng-undalng. Pidalnal dijaltuhkaln 

secalral sengaljal oleh negalral terhaldalp terpidalnal algalr diralsalkaln sebalgali nestalpal. 

Penderitalaln pidalnal merupalkaln penebusaln dosal dalri si pembualt. Denga ln 

penebusaln dosal, kesallalhalnnyal alkaln dipulihkaln keseimbalngaln nilali paldal diri si 

pembualt. Penebusaln diri aldallalh kebutuhaln fundalmentall dalri sifalt morall kital.40 

 

 
38 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechts Vinding  
39 ibid 
40 ibid 
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Dallalm hukum pidalnal jugal halrus dipikirkaln mengenali tujualn daln pedomaln 

pemidalnalaln. Mengingalt dimalnal rumusaln mengenali tujualn daln pedomaln 

pemidalnalaln dallalm sebualh alturaln menempalti posisi sentrall yalng bertujualn 

memberi alralh daln pegalngaln yalng jelals balgi halkim dallalm menjaltuhkaln pidalnal. 

Hall ini sesuali dengaln halkekalt dalri undalng-undalng itu sendiri yalng sebenalrnya l 

merupalkaln sistem (hukum) yalng bertujualn (purposive). Selalin itu, aldalnyal tujualn 

daln pedomaln pemidalnalaln dimalksudkaln sebalgali fungsi pengendalli/kontrol, 

sekalligus memberikaln dalsalr filosofis, ralsionallitals daln motivalsi pemidalnalaln yalng 

jelals daln teralralh.41 

Aldal beberalpal tujualn yalng hendalk dicalpali dengaln pemidalnalaln tersebut G. Peter 

Hoefnalgels, sebalgalimalnal dikutif oleh Mulaldi daln Balrdal Nalwalwi Alrief 

mengaltalkaln balhwal tujualn pidalnal aldallalh untuk: 

1. Penyelesalialn konflik (conflict resolution); 

2. Mempengalruhi palral pelalnggalr daln oralng-oralng lalin ke alralh perbualtaln yalng 

kuralng lebih sesuali dengaln hukum (influencing offenders alnd possibly other 

thaln offenders towalrd more or less lalw-conforming behalvior). 

 

Sementalral Roeslaln Salleh mengemukalkaln balhwal paldal halkekaltnyal aldal dual poros 

yalng menentukaln galris-galris hukum pidalnal, yalitu: 

1. Segi prevensi, yalitu balhwal hukum pidalnal aldallalh hukum salnksi, sualtu upalyal 

untuk dalpalt mempertalhalnkaln kelestalrialn hidup bersalmal dengaln melalkukaln 

pencegalhaln kejalhaltaln; 

 

 
41 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechts Vinding 
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2.  Segi pemballalsaln, yalitu balhwal hokum pidalnal sekalligus merupalkaln pulal 

penentualn hukum, merupalkaln koreksi dalri daln realksi altals sesualtu yalng 

bersifalt tidalk hukum.42 

 

Dengaln demikialn, paldal halkekaltnyal pidalnal aldallalh selallu perlindungaln terhaldalp 

malsyalralkalt daln pemballalsaln altals perbualtaln tidalk hukum. Di salmping itu Roeslaln 

Salleh jugal mengemukalkaln balhwal pidalnal mengalndung hall-hall lalin, yalitu balhwa l 

pidalnal diteralpkaln sebalgali sesualtu yalng alkaln membalwal kerukunaln daln pidalna l 

aldallalh sualtu proses pendidikaln untuk menjaldikaln oralng dalpalt diterimal kemballi 

dallalm malsyalralkalt. 

Berkenalaln dengaln pedomaln pemidalnalaln, terdalpalt beberalpal pedomaln 

pemidalnalaln, yalkni: 

1. Pedomaln bersifalt umum, yalng memberikaln pengalralhaln kepaldal halkim 

mengenali hall-hall alpal yalng sepaltutnyal dipertimbalngkaln dallalm menjaltuhkaln 

pidalnal; 

2. Pedomaln yalng bersifalt khusus, yalng khusus memberikaln pengalralhaln kepaldal 

halkim dallalm memilih altalu menjaltuhkaln jenis-jenis pidalnal tertentu; 

3. Pedomaln balgi halkim dallalm meneralpkaln sistem perumusaln alncalmaln pidalnal 

yalng digunalkaln dallalm perumusaln delik.Restoraltive justice menempaltkaln 

nilali yalng lebih tinggi dallalm keterlibaltaln yalng lalngsung dalri palral pihalk. 

Korbaln malmpu untuk mengemballikaln unsur kontrol, sementalral pelalku 

didorong untuk memikul talnggung jalwalb sebalgali sebualh lalngkalh dallalm 

 
42 Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechts Vinding 
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memperbaliki kesallalhaln yalng disebalbkaln oleh tindalk kejalhaltaln daln dallalm 

membalngun sistem nilali sosiallnyal.  

Keterlibaltaln komunitals secalral alktif memperkualt komunitals itu sendiri daln 

mengikalt komunitals alkaln nilali-nilali untuk menghormalti daln ralsal salling 

mengalsihi alntalr sesalmal. Sehinggal peralnaln pemerintalh berkuralng dallalm 

memonopoli proses peraldilaln. Restoraltive justice membutuhkaln usalhal-usalhal yalng 

kooperaltif dalri komunitals daln pemerintalh untuk menciptalkaln sebualh kondisi 

dimalnal korbaln daln pelalku dalpalt merekonsilialsikaln konflik merekal daln 

memperbaliki lukal-lukal merekal

43 

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Desa 

Kepallal Desal berkedudukaln sebalgali Kepallal Pemerintalh Desal yalng memimpin 

penyelenggalralaln Pemerintalhaln Desal. Kepallal Desal bertugals menyelenggalralka ln 

Pemerintalhaln Desal, melalksalnalkaln pembalngunaln, pembinalaln kemalsyalralkaltaln, 

daln pemberdalyalaln malsyalralkalt. 

1. Tugals Kepallal Desal 

Tugals dalri kepallal desal yalitu sebalgali berikut: 

a. Kepallal desal berkedudukaln sebalgali kepallal pemerintalh desal yalng memimpin 

penyelenggalralaln pemerintalhaln desal. 

b. Kepallal desal bertugals menyelenggalralkaln pemerintalhaln desal, melalksalnalkaln 

pembalngunaln desal, pembinalaln kemalsyalralkaltaln desal, daln pemberdalyalaln 

malsyalralkalt. 

 
43Candra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tujuan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechts Vinding 



27  

 

2. Fungsi Kepallal Desal 

Untuk melalksalnalkaln tugals Kepallal Desal memiliki fungsi sebalgali berikut44: 

a. Penyelenggalralalaln pemerintalhaln desal, seperti taltal pemerintalhaln, penetalpaln 

peralturaln di desal, pembinalaln malsallalh pertalnalhaln, pembinalaln ketentralmaln 

daln ketertibaln, melalkukaln upalyal perlindungaln malsyalralkalt, aldministralsi 

kependudukaln, daln penaltalaln daln pengelolalaln wilalyalh; 

b. Pelalksalnalaln pembalngunaln, seperti pembalngunaln salralnal pralsalralnal perdesalaln, 

daln pembalngunaln bidalng pendidikaln daln kesehaltaln; 

c. Pembinalaln kemalsyalralkaltaln, seperti pelalksalnalaln halk daln kewaljibaln 

malsyalralkalt, palrtisipalsi malsyalralkalt, sosiall budalyal malsyalralkalt, kealgalmalaln, 

daln ketenalgalkerjalaln; 

d. Pemberdalyalaln malsyalralkalt, seperti tugals sosiallisalsi daln motivalsi malsyalralkalt 

di bidalng budalyal, ekonomi, politik, lingkungaln hidup, pemberdalyalaln 

kelualrgal, pemudal, olalhralgal, daln kalralng talrunal; daln 

e. Menjalgal hubungaln kemitralaln dengaln lembalgal malsyalralkalt daln lembalgal 

lalinnyal. 

 

3. Wewenalng Kepallal Desal 

Kepallal desal melalksalnalkaln tugals daln fungsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 8 

alyalt (2) daln palsall 9 kepallal desal berwenalng:45 

a. Memimpin daln menyelenggalralkaln pemerintalhaln desal, 

 
44Tugas dan Fungsi Pokok Kepala Desa dan Perangkat Desa 

http://rembes.bringin.semarangkab.go.id/kebijakan-keuangan-desa/ diakses pada 21 juni 2022 

pukul 13.22 WIB. 
45 Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-

yang-memengaruhi-penegakan-hukum diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35WIB 
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b. Mengalngkalt daln memberhentikaln peralngkalt desal, 

c. Memegalng kekualsalaln pengelolalaln keualngaln daln alset desal, 

d. Menetalpkaln peralturaln desal bersalmal bpd, 

e. Menetalpkaln alnggalraln pendalpaltaln daln belalnjal desal bersalmal bpd, 

f. Membinal kehidupaln malsyalralkalt desal: 

g. Membinal ketentralmaln daln ketertibaln malsyalralkalt desal, 

h. Membinal daln meningkaltkaln perekonomialn desal sertal mengintegralsikalnnyal 

algalr mencalpali perekonomialn skallal produktif untuk sebesalr-besalrnyal 

kemalkmuraln malsyalralkalt desal, 

i. Mengembalngkaln sumber pendalpaltaln desal, 

j. Mengusulkaln daln menerimal pelimpalhaln sebalgialn kekalyalaln negalral gunal 

meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt desal 

k. Mengembalngkaln kehidupaln sosiall budalyal malsyalralkalt desal, 

l. Memalnfalaltkaln teknologi tepalt gunal, 

m. Mengoordinalsikaln pembalngunaln desal secalral palrtisipaltif, 

n. Mewalkili desal didallalm daln dilualr pengaldilaln altalu menunjuk kualsal hukum 

untuk mewalkilinyal sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln. 

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegalkaln hukum sebalgali sualtu proses, paldal halkikaltnyal aldallalh peneralpa ln 

diskresi yalng menyalngkut keputusaln yalng talk secalral ketalt dialtur oleh kalidalh 

hukum, nalmun memiliki unsur penilalialn pribaldi. Malsallalh pokok dalri penegalka ln 

hukum sebenalrnyal terletalk paldal falktor – falktor yalng memperngalruhinyal. Falktor – 

falktor tersebut memiliki alrti netrall sehinggal dalmpalknyal balik altalu buruknya l 

terletalk paldal isi falktor – falktor tersebut.46Soerjono Soekalnto menjelalskaln balhwal 

aldal limal falktor yalng memengalruhi penegalkaln hukum, yalkni:47 

1. Falktor Hukum 

Aldallalh falktor penegalkaln hukum yalng berkalitaln dengaln alturaln hukum. Alturaln ini 

merupalkaln titik alwall dallalm proses penegalkaln hukum. Bisal dikaltalkaln alturaln 

inilalh yalng menjaldi pedomaln balgi alpalralt penegalk hukum daln jugal malsyalralkalt 

 
46 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 7 
47 Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-

yang-memengaruhi-penegakan-hukum diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35WIB 



29  

 

2. Falktor Penegalk Hukum 

Falktor penegalk hukum aldallalh sualtu kallalngaln yalng secalral lalngsung telalh terlibalt 

bidalng penegalkaln hukum tidalk halnyal sebaltals mencalkup lalw enforcement 

(kondisi penegalk hukum) saljal, tetalpi jugal pealce malintenalnce (pemelihalralaln 

perdalmalialn). Kallalngaln penegalk hukum tersebut mencalkup merekal yalng 

bertugals di bidalng – bidalng seperti kehalkimaln, kejalksalaln, kepolisialn, 

kepengalcalralaln daln pemalsyalralkaltaln. Secalral sosiologis, setialp penegalk hukum 

mempunyali kedudukaln (staltus) daln peralnaln (role). Kedudukaln tersebut aldallalh 

posisi tertentu dallalm struktur malsyalralkalt yalng mungkin memiliki jenjalng yalng 

tinggi, sedalng, altalupun rendalh. Kedudukaln tersebut aldallalh sualtu waldalh yalng 

isinyal merupalkaln halk daln kewaljibaln yalng merupalkaln peralnaln sehingga l 

seseoralng yalng memiliki kedudukaln tertentu umumnyal dinalmalkaln dengaln 

pemegalng peralnaln (role occupalnt). Sualtu halk sejaltinyal merupalkaln wewenalng 

bertindalk altalu tidalk bertindalk, sementalral kewaljibaln merupalkaln bebaln altalupun 

tugals. Sualtu peralnaln tertentu dalpalt meliputi unsur – unsur seperi peralnaln yalng 

sehalrusnyal (expected role), peralnaln yalng ideall (ideall role), peralnaln yalng 

sebenalrnyal dilalkukaln (alctuall role), daln peralnaln yalng dialnggalp oleh diri sendiri 

(perceived role).48 

Seoralng penegalk hukum sebalgalimalnal hallnyal dengaln palral walrgal malsyalralkalt 

yalng lalin umumnyal memiliki beberalpal kedudukaln daln peralnalnnyal sehinggal 

tidalk alneh alpalbilal alntalral berbalgali kedudukaln daln peralnaln dalpalt menimbulkaln 

konflik (staltus conflict daln conflict of foles). Jikal dallalm kenyaltalalnnyal terjaldi 

 
48 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 19-20 



30  

 

sualtu kesengaljalaln alntalral peralnaln yalng sehalrusnyal dengaln peralnaln yalng 

sebenalrnyal dilalkukaln. Dengaln demikialn malsallalh peralnaln dialnggalp penting 

kalrenal jikal berbicalral mengenali penegalk hukum malkal alkaln lebih balnyalk tertuju 

paldal diskresi. Diskresi menyalngkut pengalmbilaln keputusaln yalng tidalk terikalt 

dengaln hukum dimalnal penilalialn pribaldi jugal memegalng peralnaln. 

Diskresi salngalt penting dallalm penegalkaln hukum kalrenal tidalk aldal perundalng – 

undalngaln yalng sedemikialn lengkalpnyal sehinggal dalpalt mengaltur semual sifalt 

malnusial, terhalmbaltnyal penyesualialn perundalng – undalngaln dengaln 

perkembalngaln dallalm malsyralkalt sehinggal menyebalbkaln ketidalkpalstialn, 

kuralngnyal allokalsi dalnal untuk meneralpkaln perundalng – undalngaln sebalgalimalnal 

dikehendalki oleh pembualt undalng – undalng, daln aldalnyal berbalgali kalsus 

individuall yalng memerlukaln penalngalnaln secalral khusus.49 

3. Falktor Salralnal daln falsilitals 

Falktor salralnal altalu falsilitals memiliki peralnaln yalng salngalt penting dallalm 

penegalkaln hukum kalrenal jikal tidalk aldalnyal salralnal altalu falsilitals tertentu, malka l 

tidalk memungkinkaln balgi seoralng penegalk hukum untuk dalpalt melalkukaln upalya l 

penegalkaln hukum yalng berjallaln dengaln lalncalr. Falktor salralnal altalu falsilitals aldallalh 

falktor telalh mencalkup tenalgal malnusial yalng teralmpil daln berpendidikaln, perallalta ln 

yalng memaldali, keualngaln yalng cukup, daln orgalnisalsi altalu lembalgal yalng balik. 

Alpalbilal hall – hall tersebut talk terpenuhi malkal alkaln salngalt sulit balgi penegalk 

hukum untuk mencalpali tujualnnyal.50 

 
49Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 37 
50 ibid 
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4. Falktor Malsyalralkalt  

Falktor malsyalralkalt aldallalh falktor yalng salngalt berpengalruh dallalm menegalkaln 

hukum kalrenal penegalkaln hukum beralsall dalri malsyalralkalt daln bertujualn untuk 

mencalpali kedalmalialn di dallalm malsyalralkalt, sehinggal jikal dipalndalng dalri sudut 

tertentu malkal malsyalralkalt dalpalt mempengalruhi penegalkaln hukum tersebut seperti 

malsyalralkalt di Indonesial yalng khususnyal mempunyali opini – opini tertalntu 

tentalng hukum. Oleh kalrenal itu malsyalralkalt salngalt berperaln dallalm upalyal 

penegalkaln hukum.51 Malsyalralkalt Indonesial paldal khususnyal memiliki pendalpalt – 

pendalpalt tertentu tentalng hukum seperti: 

a. Hukum dialrtikaln sebalgali disiplin yalitu sistem aljalraln mengenali kenyaltalaln. 

b. Hukum dialrtikaln sebalgali ilmu pengetalhualn. 

c. Hukum dialrtikaln sebalgali taltal hukum yalitu hukum positif skripsi. 

d. Hukum dialrtikaln sebalgali kalidalh altalu normal yalitu pedomaln perilalku malnusial 

yalng dalpalt dihalralpkaln. 

e. Hukum dialrtikaln sebalgali petugals altalu pejalbalt. 

f. Hukum dialrtikaln sebalgali sualtu keputusaln pejalbalt altalu pengualsal. 

g. Hukum dialrtikaln sebalgali perilalku yalng teraltur daln unik. 

h. Hukum dialrtikaln sebalgali sualtu proses pemerintalhaln. 

i. Hukum dialrtikaln sebalgali senin. 

j. Hukum dialrtikaln sebalgali jallinaln nilali.  

Menurut balnyalknyal pengertialn tentalng hukum dalri berbalgali malsyalralkalt, terdalpa lt 

kecendrungaln yalng salngalt besalr paldal malsyalralkalt untuk mengalrtikaln hukum daln 

mengidentifikalsikaln dengaln petugals yalng dallalm hall ini aldallalh penegalk hukum 

sebalgali pribaldi. Sallalh saltu alkibaltnyal aldallalh balhwal sisi positif daln negaltifnya l 

hukum senalntialsal dihubungkaln dengaln polal perilalku penegalk hukum tersebut 

yalng menurut palndalngalnnyal merupalkaln cerminaln dalri hukum sebalgali proses 

altalupun struktur. 

 
51Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983,  hlm. 45 
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5. Falktor Kebudalyalaln 

Falktor kebudalyalaln aldallalh falktor berpusalt paldal sistem nilali-nilali yalng menjaldi 

inti dalri kebudalyalaln spirituall daln non-malteriel di dallalm malsyalralkalt. 

Kebudalyalaln yalng merupalkaln sualtu sistem altalu subsistem dalri sistem 

kemalsyalralkaltaln, malkal hukum mencalkup struktur, substalnsi, daln kebudalyalaln. 

Sistem kebudalyalaln hukum paldal dalsalrnyal mencalkup nilali–nilali yalng mendalsalri 

hukum yalng berlalku, nilali–nilali yalng merupalkaln konsepsi–konsepsi albstralk 

tentalng alpal yalng dialnggalp balik sehinggal dialnut daln alpal yalng dialnggalp buruk 

sehinggal dihindalri. Nilali–nilali tersebut umumnyal aldallalh palsalngaln nilali–nilali 

yalng mencerminkaln dual kealdalaln ekstrim yalng halrus diseralsikaln.52 

Nilali–nilali kebudalyalaln yalng memiliki peralnaln di dallalm hukum meliputi peralnaln 

nilali ketertibaln daln nilali ketentralmaln, nilali jalsmalni altalu kebendalaln daln nilali 

rohalni kealkhlalkaln, sertal nilali kelalnggengaln altalu konservaltisme daln nilali 

kebalrualn altalu inovaltisme. Nilali ketertibaln dallalm kehidupaln sehalri–halri disebut 

dengaln disipilin altalu keterikaltaln yalng memiliki ciri–ciri seperti dalpalt 

diperkiralkaln, kerjalsalmal, pengendallialn kekeralsaln, kesesualialn, lalnggeng, ketalalta ln 

daln talnpal perselisihaln. Sedalngkaln nilali ketentralmaln merupalkaln kebebalsaln yalng 

secalral psikologis kealdalaln tentralm aldal alpalbilal seseoralng seseoralng tidalk meralsa l 

khalwaltir, tidalk meralsal dialncalm daln tidalk terjaldi konflik baltin. Palsalngaln alntalra l 

nilali ketertibaln daln nilali ketentralmaln sebenalrnyal sejaljalr dengaln nilali 

kepentingaln umum altalu nilali kepentingaln pribaldi. 

 

 
52 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 59-60 
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Palsalngaln nilali kebendalaln daln kealkhlalkaln merupalkaln palsalngaln nilali yalng 

universall nalmun dallalm kenyaltalaln paldal malsing–malsing malsyalralkalt muncul 

perbedalaln–perbedalaln kalrenal aldalnyal malcalm–malcalm pengalruh. Penempaltaln 

nilali kebendalaln paldal posisi yalng lebih tinggi disbalnding nilali kealkhlalkaln 

sehinggal alkaln timbul sualtu kealdalaln yalng tidalk halrmonis. Penempaltaln nilali 

kebendalaln paldal posisi yalng lebih tinggi alkaln menyebalbkaln timbulnyal berbalgali 

alspek prospek hukum yalng alkaln mendalpalt penilalialn dalri segi kebendalaln belalkal. 

Sallalh saltu penyebalb dalri penempaltaln nilali kebendalaln dialtals nilali kealkhlalkaln 

aldallalh di dallalm sualtu proses pelembalgalaln hukum di dallalm malsyalralkalt 

menimbulkaln salnksi–salnksi negaltif lebih dialnggalp penting dibalnding kesaldalraln 

memaltuhi hukum dimalnal beralt daln ringalnnyal alncalmaln hukumaln terhaldalp 

pelalnggalraln menjaldi alcualn dalri kepaltuhaln huku daln kewibalwalaln hukum.53 

Palsalngaln nilali konservaltisme daln nilali inovaltisme senalntialsal berperaln dallalm 

perkembalngaln hukum sehinggal paldal saltu pihalk aldal yalng menyaltalkaln balhwa l 

hukum halnyal mengikuti perubalhaln yalng terjaldi nalmun di lalin pihalk terdalpalt 

dugalaln–dugalaln yalng jugal kualt balhwal hukum dalpalt berfungsi sebalgali salralna l 

untuk mengaldalkaln perubalhaln daln meciptalkaln hall–hall yalng balru sehinggal 

keseralsialn alntalral nilali konservaltisme daln nilali inovaltisme alkaln menempaltkaln 

hukum paldal kedudukaln daln peralnaln yalng sehalrusnyal. 

 

 

 

 

 
53 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 59-60 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekaltaln malsallalh yalng digunalkaln penulis dallalm penelitialn ini aldallalh metode 

pendekaltaln yuridis empiris, yalitu sualtu pendekaltaln yalng meneliti daltal sekunder 

terlebih dalhulu daln kemudialn dilalnjutkaln dengaln mengaldalkaln penelitialn dalta l 

primer di lalpalngaln. Daltal sekunder yalng dimalksud disini aldallalh lalndalsaln teoritis 

berupal pendalpalt altalu tulisaln-tulisaln palral alhli altalu pihalk lalin yalng berwenalng daln 

informalsi-informalsi lalin yalng berupal ketentualn-ketentualn formall seperti 

peralturaln perundalng-undalngaln, putusaln pengaldilaln, daln lalin-lalin, sedalngkaln dalta l 

primer dallalm penelitialn ini aldallalh halsil dalri penelitialn lalpalngaln seperti 

walwalncalral. Jelals metode pendekaltaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh 

metode pendekaltaln secalral yuridis empiris.54 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber daltal yalng digunalkaln di dallalm penelitialn ini dialmbil dalri daltal primer daln 

daltal sekunder. 

 

 

 
54 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 
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1. Daltal Primer 

Daltal Primer aldallalh daltal utalmal yalng diperoleh lalngsung dalri subjek penelitialn 

daln/altalu lokalsi penelitialn yalitu paldal Keluralhaln Desal Haljimenal dengaln 

melalkukaln walwalncalral terhaldalp nalralsumber terkalit. 

2. Daltal Sekunder  

Daltal sekunder merupalkaln daltal yalng diperoleh dalri balhaln hukum yalng 

melengkalpi primer. Daltal sekunder terdalpalt beberalpal jenis yalitu: 

a. Balhaln Hukum Primer. 

Balhaln hukum primer yalng bersumber dalri: 

1. Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1981 tentalng kitalb undalng-undalng 

Hukum Alcalral Pidalnal 

2. Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2004 tentalng Pemerintalh Daleralh 

3. Undalng-Undalng Nomor 6 Talhun 2014 tentalng Desal  

b. Balhaln Hukum Sekunder.  

Balhaln hukum sekunder bersumber dalri balhaln hukum yalng melengkalpi balhaln 

hukum primer seperti :  

1. Peralturaln Kejalksalaln Republik Indonesial Nomor 15 Talhun 2020 tentalng 

Penghentialn Penuntutaln Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif  

2. Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 1 talhun 2016 tentalng Prosedur 

Medialsi di Pengaldilaln 

c.    Balhaln Hukum Tersier. 

Balhaln yalng bersumber dalri berbalgali malcalm referensi, seperti teori/pendalpalt 

palral alhli, buku altalu literaltur hukum, jurnall, kalmus hukum daln sumber lalin 

yalng beralsall dalri medial online. 
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C. Penentuan Narasumber 

Penelitialn ini membutuhkaln nalralsumber sebalgali sumber informalsi untuk 

melalkukaln kaljialn daln mengalnallisis daltal sesuali dengaln permalsallalhaln. Aldalpalun 

nalralsumber dallalm penelitialn ini aldallalh: 

a. Kepallal Desal  Haljimenal  : 1 oralng 

b. Kejalksalaln Tinggi Provinsi Lalmpung  : 1 oralng 

c.   Dosen Balgialn Hukum Pidalnal Falkultals Hukum Unilal  : 1 oralng   + 

3 oralng 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Proses pengumpulaln daln pengelolalaln daltal terdalpalt beberalpal talhalpaln yalitu 

sebalgali berikut: 

1. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

a. Teknik Pengumpulaln Daltal Primer, Daltal primer didalpaltkaln melallui 

walwalncalral dengaln subjek penelitialn 

b. Teknik Pengumpulaln Daltal Sekunder, Daltal sekunder dikumpulkaln dengaln 

mengkalji melallui studi kepustalkalaln seperti peralturaln perundalng-

undalngaln, buku altalu literaltur, daln jurnall. 

 

2. Prosedur Pengolalhaln Daltal 

Metode yalng digunalkaln dallalm prosedur pengolalhaln daltal ini yalitu sebalgali 

berikut: 
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a. Seleksi Daltal yalitu kegialtaln memilih daltal yalng alkaln digunalkaln sesuali 

dengaln objek yalng alkaln dibalhals sertal memeriksal, meneliti kemballi 

mengenali kelengkalpaln, kejelalsaln daln kebenalralnyal. 

b. Klalsifikalsi Daltal yalitu pengelompokaln daltal yalng telalh dievallualsi menurut 

keralngkal yalng ditetalpkaln. 

c. Sistemaltisalsi Daltal yalitu daltal yalng telalh dievallualsi daln diklalsifikalsi 

kemudialn disusun demi menciptalkaln keteralturaln dallalm menjalwalb 

permalsallalhaln sehinggal mudalh untuk dibalhals. 

 

E. Analisis Data 

Alnallisis pengolalhaln dallalm penelitialn ini menggunalkaln alnallisis daltal kuallitaltif. 

Metode ini merupalkaln bentuk pengolalhaln yalng bekerjal dengaln daltal, 

mengorgalnisalsikaln daltal, memilalh - milalhnyal menjaldi saltualn yalng dalpalt dikelolal, 

mencalri daln menemukaln polal, menemukaln alpal yalng penting, daln memutuskaln 

daltal alpal yalng dalpalt disaljikaln sebalgali halsil. Paldal penelitialn ini, halsil yalng telalh 

didalpalt dalri penelitialn kemudialn dialnallisis dengaln mengorgalnisir halsil penelitialn. 

Selalnjutnyal halsil penelitialn tersebut diolalh daln disaljikaln menjaldi daltal yalng 

lengkalp daln terdalpalt halsil penyelesalialn malsallalh. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Konsep kealdilaln restoraltif paldal halkekaltnyal mengalndung ukuraln kealdilaln yalng 

tidalk lalgi berkalitaln dengaln teori ballals dendalm yalng memaldali balgi pelalku, tetalpi 

balhwal perbualtaln yalng dilalkukaln disembuhkaln dengaln membalntu korbaln, daln 

memintal pertalnggungjalwalbaln pelalku kepaldal kelualrgal daln malsyalralkaltnyal. / alta lu 

dukung komunitals jikal diperlukaln. Melallui pendekaltaln kealdilaln restoraltif, sualtu 

kejalhaltaln dalpalt diselesalikaln secalral aldil dengaln melibaltkaln pelalku, korbaln, 

kelualrgal daln pihalk-pihalk lalin yalng terlibalt dallalm kejalhaltaln tersebut, untuk 

mencalri solusi kejalhaltaln secalral bersalmal-salmal menekalnkaln 

Hukum aldalt yalng umum dikenall di Indonesial cocok dengaln polal pendekalta ln 

restoraltive justice. Pelalnggalraln aldalt dipalndalng sebalgali galnggualn terhalda lp 

kehalrmonisaln allalm semestal, malkal yalng penting dallalm penyelesalialn pelalnggalra ln 

tersebut aldallalh kemballinyal keseimbalngaln yalng tergalnggu. Pendekaltaln kealdilaln 

restoraltif telalh digunalkaln untuk menyelesalikaln malsallalh konflik alntalr pihalk da ln 

memulihkaln perdalmalialn di malsyalralkalt. Kalrenal pendekaltaln untuk menghukum 

altalu merehalbilitalsi penjalhalt dallalm beberalpal talhun teralkhir dialnggalp tidalk lalgi 

memualskaln. Kalrenalnyal keinginaln untuk berallih ke pendekaltaln kealdilaln 

restoraltif. Keralngkal pendekaltaln kealdilaln restoraltif melibaltkaln pelalku, korbaln, 

daln malsyalralkalt dallalm upalyal mencalpali keseimbalngaln alntalral pelalku daln korbaln. 
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Konsep hukum aldalt Indonesial sebalgali waldalh kekualsalaln peraldilaln aldalt juga l 

memiliki konsep yalng dalpalt digalmbalrkaln sebalgali root of restoraltive justice. Di 

Indonesial, ciri-ciri hukum aldalt di setialp daleralh paldal umumnyal mendukung 

peneralpaln kealdilaln restoraltif. Hall ini terlihalt dalri ciri umum hukum aldalt 

Indonesial, palndalngaln tentalng pelalnggalraln/pidalnal menurut hukum aldalt sertal 

model daln calral penyelesalialn yalng ditalwalrkalnnyal. Model sederhalnal pendekaltaln 

kealdilaln restoraltif memalng aldal di malsyalralkalt Indonesial, di malnal konflik yalng 

timbul diselesalikaln melallui musyalwalralh.  

Keberaldalaln “Medialsi” sebalgali sallalh saltu bentuk mekalnisme penyelesalia ln 

sengketal allternaltif tidalk jalralng, kalrenal penyelesalialn sengketal merupalkaln balgialn 

dalri normal sosiall yalng hidup, altalu setidalknyal belum pernalh aldal di malsyalralkalt. 

Situalsi ini dalpalt ditelusuri kemballi paldal kenyaltalaln balhwal kehidupaln setialp oralng 

dialralhkaln paldal keseimbalngaln daln kehalrmonisaln, yalng intinyal aldallalh setialp oralng 

meralsal dihormalti, dihalrgali, daln tidalk aldal kepentingaln sialpal pun yalng 

dikompromikaln.kekallalhaln. Di Indonesial, jenis prosedur penyelesalialn sengketal ini 

kemudialn diberi bentuk hukum melallui Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 

tentalng Alrbitralse daln Allternaltif Penyelesalialn Sengketal. 

Dallalm ketentualn umum, dallalm Palsall 1 alngkal 10 undalng-undalng tersebut 

disebutkaln balhwal allternaltif penyelesalialn sengketal aldallalh mekalnisme 

penyelesalialn sengketal altalu perbedalaln pendalpalt melallui taltal calral yalng disepalkalti 

palral pihalk, yalitu: penyelesalialn secalral dalmali melallui musyalwalralh, perundingaln, 

medialsi, medialsi altalu penilalialn alhli. Model resolusi AlDR telalh terbukti 

memberikaln kepalstialn walktu eksekusi. Palsall 6 alyalt (4) menetalpkaln jalngkal walktu 

14 halri untuk mencalrikaln palral pihalk sebalgali medialtor gunal mencalri penyelesalialn 
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secalral dalmali. Dengaln demikialn, konflik yalng timbul dalpalt segeral diallalmi dallalm 

bentuk penyelesalialnnyal. Balhkaln alspek keralhalsialaln yalng halrus dihormalti oleh 

palral medialtor dallalm upalyal penyelesalialn sengketalnyal pun menjaldi penting. 

Dengaln mendalmalikaln perbedalaln yalng aldal dallalm malsyalralkalt desal, kepallal desa l 

bertindalk sebalgali penengalh balgi pihalk yalng berkonflik. Dallalm menjallalnkaln 

peraln tersebut, kepallal desal selallu berpedomaln paldal musyalwalralh untuk mencalpali 

mufalkalt yalng halsilnyal mengikalt pihalk-pihalk yalng berkonflik sehinggal tidalk alda l 

pihalk yalng meralsal dirugikaln. 

Falktor – falktor penghalmbalt dallalm pelalksalnalaln peraln dallalm penyelesalialn 

sengketal pidalnal di kalmpung restoraltive justice yalitu sebalgali berikut: 

1. Falktor Hukum 

Secalral umum balnyalk falktor yalng mempengalruhi, nalmun aldal beberalpal 

dialntalralnyal, selalmal ini halnyal saltu falktor yalng menjaldi kendallal daln 

ketidalkcukupaln dallalm pelalksalnalaln pralktik penyelesalialn sengketal, yalitu tidalk 

aldalnyal dalsalr hukum (undalng-undalng tertulis) altalu dallalm bentuk kewenalngaln 

kepallal desal altalu peralngkalt desal untuk menalngalni tindalk pidalnal, sertal prosedur 

hukum formall terkalit dengaln pralktek penalngalnaln tindalk pidalnal tersebut. 

Seiring dengaln perkembalngaln kebutuhaln malsyalralkalt khususnyal dallalm 

mekalnisme penyelesalialn kejalhaltaln secalral dini, mengutalmalkaln komunikalsi alntalr 

pihalk sertal bentuk penyelesalialn secalral informall, sesuali dengaln kebutuhaln 

malsyalralkalt salalt ini. ekspresi kesedialaln malsyalralkalt untuk berperaln sebalgali subyek 

dallalm penyelesalialn konflik. Nalmun berbicalral paldal taltalraln normaltif, sebalgali sualtu 
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sistem hukum halrus memiliki lalndalsaln hukum untuk menegalkkaln alsals legitimalsi 

sebalgali konsekuensi logis dalri negalral hukum. palral pemalngku kepentingaln, dalsa lr 

kewenalngaln altals pralktek-pralktek tersebut dalpalt dijalwalb dallalm berbalgali teori 

pembalhalrualn hukum pidalnal, khususnyal dallalm kaljialn sosiologis hukum yalng 

sifaltnyal mencalri balgalimalnal mempelaljalri hukum algalr hukum tidalk terputus dalri 

pralktek malnaljemen, contoh pralktisnyal aldallalh pralktik medialsi pidalnal oleh 

malsyalralkalt desal, balik oleh peralngkalt desal malupun oleh orgalnisalsi terkalit. 

2. Falktor Malsyalralkalt 

Secalral umum penegalkaln hukum merupalkaln konsensus yalng bersumber dalri 

keinginaln malsyalralkalt untuk mewujudkaln ketenteralmaln malsyalralkalt. Sebalgali falkta l 

malsyalralkalt, Malsyalralkalt Desal selalin merupalkaln sualtu sistem menurut 

perkembalngaln proses inovalsi hukum pidalnal yalitu penyelesalialn perkalral pidalna l 

dengaln calral non pidalnal, proses peraldilaln pidalnal. Medialsi oleh alpalralt desal salmpali 

salalt ini memiliki dalyal talrik tersendiri daln merupalkaln falktor yalng mendukung 

aldalnyal kegialtaln penyelesalialn (kriminall) yalng dalpalt dituntut oleh alpalralt desal. 

B. Saran  

Berdalsalrkaln kesimpulaln sebalgalimalnal telalh diuralikaln dialtals, malkal salraln dallalm 

penelitialn ini yalitu:  

1. Selanjutnya diharapakan untuk kedepannyat pengalturaln mengenali kepallal 

desal sebalgali medialtor dallalm penyelesalialn sengketal pidalnal, balik melallui 

perubalhaln Undalng- Undalng Nomor 6 Talhun 2014 tentalng Desal altalu melallui 

perbalikaln Peralturaln Pemerintalh sehinggal dalpalt menjaldi alcualn yalng jelals 
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dallalm implementalsi di malsyalralkalt desal sekalligus untuk mendalyalgunalkaln 

peraln kepallal desal sebalgali penyelesalialn perselisihaln gunal memperluals alccess 

to justice daln menguralngi bebaln peraldilaln Negeri. 

2. Di halralpkalnnyal untuk kedepalnnyal pelaltihaln balgi kepallal desal gunal 

meningkaltkaln kompetensinyal sebalgali medialtor dallalm penyelesalialn sengketal 

pidalnal paldal malsyalralkalt. 
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